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*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 

…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 

(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 
pembicara yang lain. 
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1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36] 
 
Kita mulai, ya.  

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 
169/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.  

 
 
 

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita 
semua. Pemohon yang hadir ada dari luring dan daring, ya. Kemudian di 

atas juga ada tamu dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Perlu saya 
sampaikan terlebih dahulu, pimpinan sidang saya karena Ketua dan 

Wakil Ketua tidak bisa hadir karena acara resmi yang tidak bisa 
ditinggalkan. Jadi saya enggak kudeta loh ini ya, nanti dikira Arief 
Hidayat kudeta. Sudah pernah jadi ketua kok jadi kudeta lagi. Jadi yang 

hadir hanya tujuh orang karena Ketua dan Wakil Ketua ada acara di luar 
yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau berdua, menugaskan kepada 

saya sebagai Hakim yang tertua untuk memimpin sidang sesuai 
ketentuan peraturan perundangan, ya.  

Silakan Pemohon untuk memperkenalkan diri.  
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [01:56] 

 
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.  

Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Ramadhan, selaku Kuasa 
Hukum dari Perkara 169. Di sebelah kanan saya ada Pemohon I, Ibu 
Mikewati. Beliau merupakan dari KPI, dan di sebelah kiri saya ada Ibu 

Titi Anggraini.  
Demikian, Yang Mulia.  

 
3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17] 

 
Baik, yang daring?  
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [02:18] 
 

Oh izin, ada juga yang dari daring, Yang Mulia. Ada Mbak 
Ninis[sic!], Ibu Lilis, Bu Listyowati, dan juga ada dua Kuasa Hukum dari 

Perkara 169, Yang Mulia. 
Terima kasih.  
 

 

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.24 WIB 

KETUK PALU 3X 
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5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32] 

 
Terima kasih.  

Dari Pemerintah yang hadir siapa? Silakan perkenalkan diri. 
 

6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:37] 

 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi 

kita semua. Dari Pemerintah yang hadir, kami Rudi Hendra Pakpahan 
(Direktur Litigasi dan Non-Litigasi). Beserta tim dari Kementerian Hukum, 
dan dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Marsudi. Kemudian Pak 

Isnandar, ada Pak Bustami dan Bu Rani.  
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.  

 
7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00] 

 
Ya.  
Jadi yang hadir untuk memberikan keterangan Eselon I, sesuai 

dengan ketentuan enggak ada, ya?  
 

8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:19] 
 

Izin, Yang Mulia. Kebetulan harusnya yang hadir Pak Dr. Drs. 
Bachtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum). Namun karena 
sesuatu hal, beliau tidak bisa hadir dan mendadak secara tiba-tiba 

menyampaikannya kepada kami, Yang Mulia.  
 

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22] 
 
Ya, jadi belum bisa menyampaikan keterangannya, ya?  

 
10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:26] 

 
Siap, Yang Mulia.  

 
11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27] 

 

Keterangan tertulisnya sudah sampai ke meja Hakim, ya?  
 

12. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:30] 
 

Kalau diperkenankan untuk bisa ditunda.  
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13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32] 

 
Ditunda, ya?  

 
14. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:33] 

 

Siap, Yang Mulia.  
 

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34] 
 
Baik, kalau gitu ditunda, ya?  

 
16. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:36] 

 
Ya, Yang Mulia, siap.  

 
17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37] 

 

Penundaan berikutnya nanti harus hadir Eselon I, ya?  
 

18. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [03:43] 
 

Siap, Yang Mulia.  
 

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44] 

 
Baik.  

Jadi begitu Pemohon, ya. Ini belum bisa didengarkan 
keterangannya, tapi secara tertulis sebetulnya sudah masuk 
keterangannya. Karena sesuai dengan ketentuan, kesepakatan MK 

dengan pihak Pemerintah, yang hadir harus diwakili oleh Eselon I, ya.  
Baik, kalau begitu pada sore hari ini sidang pleno untuk 

mendengarkan keterangan Presiden ditunda. Penundaannya hari Rabu, 
28 Mei tahun 2025 pada pukul 13.30. Saya ulangi, Rabu, 28 Mei 2025, 

13.30. Ini juga langsung sebagai undangan tanpa undangan lagi … 
panggilan, ya. Dengan agenda untuk mendengarkan keterangan DPR 
dan Presiden, gitu ya.  

Pemohon ada yang mau disampaikan? Cukup ya?  
 

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU 
[04:45] 

 
Mohon izin, Yang Mulia.  
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21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46] 

 
Gimana?  

 
22. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU 

[04:46] 

 
Pemohon Kuasa dari online, Yang Mulia.  

Mohon izin, sekiranya diperkenankan untuk keterangan tertulis 
dari Pemerintah, apa bisa diakses oleh Para Pemohon atau nanti setelah 
(…)  

 
23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:01] 

 
Oke. Nanti setelah dibacakan, ya.  

 
24. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU 

[05:03] 

 
Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:05] 

 
Nanti setelah dibacakan bisa diminta di Kepaniteraan, ya.  
 

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU 
[05:09] 

 
Baik, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10] 
 

Baik.  
Pemerintah, begitu ada yang mau disampaikan, cukup?  

 
28. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [05:14] 

 

Cukup, Yang Mulia.  
 

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14] 
 

Baik.  
Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya Pemohon dan 

Pemerintah yang mewakili Pemerintah dan tamu kita.  
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Terima kasih atas kehadirannya. Sidang selesai dan ditutup. 
 

 
 

 
  

 
Jakarta, 9 Mei 2025 

  Plt. Panitera, 
Wiryanto   

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB 
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